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PENETAPAN
Nomor 589/Pdt.G/2024/PA.TR
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB
Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah
menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah Kumulasi Cerai Gugat
antara:

PENGGUGAT, NIK 640xxx50002, tempat, tanggal lahir: Berau, 25
Oktober 2005, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja,
tempat tinggal di Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten
Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini
menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:
strxxx23@gmail.com, sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir: Tarakan, 14 November 2004,
Agama Islam, Pendidikan SMP, tempat di Kecamatan
Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan
Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 November

2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada
tanggal 28  Oktober 2024 dengan register perkara  Nomor
589/Pdt.G/2024/PA.TR, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dengan tata cara

agama Islam pada tanggal 18 November 2020 di Sambarata, Kecamatan

Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan

pelaksanaan sebagai berikut :

- Yang menikahkan penghulu Kampung bernama Aspar;
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-Yang menjadi wali nikah Penggugat bernama Hasan (Bapak Kandung

Penggugat );

- Yang menjadi saksi nikah adalah Ramli M.D;

- Maskawin dibayar tunai berupa uang tunai sebesar Rp 100.000,00

(serratus ribu rupiah);
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak hidup
sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan,
dan tidak tinggal bersama dimana setelah dilakukannya ljab Kabul pada
saat pernikahan siri Tergugat langsung meninggalkan tempat pernikahan siri
tersebut;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia
seorang anak bernama Agila Putri Ramadhani binti Putra, Berau 23 Mei
2021, saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa sebab terjadi perselisihan tersebut karena pernikahan siri yang
dilaksanakan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat hamil
bersama Tergugat, namun Tergugat terpaksa menikah dengan penggugat,
oleh karena itu setelah melakukan akad nikah Tergugat lansgung
meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa sejak tanggal 18 November 2020 hingga sekarang selama lebih
kurang 4 (empat) tahun antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal
bersama, yang mana saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan Sungai
Kuyang, RT. 04, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur,
Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan Tergugat bertempat
tinggal di Jalan Poros Limunjan, RT.19, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan
Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga
Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan
Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa
rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan
lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang
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berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun
lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cg. Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:
Primer:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan  Tergugat (TERGUGAT) dan
(PENGGUGAT), yang dilaksanakan Sambarata, Kecamatan Teluk Bayur,
Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur pada 18 November 2020;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;
Subsider:
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak
menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah,
meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan,
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah
karena berdasarkan keterangan dalam surat panggilan (relaas) Surat Tercatat
disebutkan Penerima (Tergugat) tidak tinggal di alamat yang tertera dalam surat
gugatan Penggugat sebagaimana keterangan Lurah/aparat kelurahan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat
agar dapat kembali rukun membina rumah tangga dengan baik dan

mengurungkan niatnya untuk bercerai;
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Bahwa, setelah Majelis Hakim memberikan nasihat, Penggugat
memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya terhadap
Tergugat untuk mencari alamat Tergugat yang jelas;

Bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Penggugat
sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka
pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat untuk mencabut gugatannya
dilakukan sebelum gugatan tersebut dibacakan di persidangan, oleh karena itu
pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto Undang
Undang Nomor 50 tahun 2009, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat
diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara nomor
589/Pdt.G/2024/PA.TR harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh
Penggugat dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung
Redeb untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam
perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 589/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:
1. Mengabulkan gugatan pencabutan perkara Nomor
589/Pdt.G/2024/PA.TR dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung

Redeb untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register
perkara;

3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember
2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh
kami Fakhruzzaini, S.H.l., M.H.l. sebagai Ketua Majelis, Bijak Enhasiwi
Putusukma, S.H.l. dan Jafar Shodiq, S.H.l. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, penetapan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis
tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para
Hakim anggota tersebut dibantu oleh Dra. Emi Suzana sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Fakhruzzaini, S.H.l., M.H.l.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.. Jafar Shodiq, S.H..
Panitera Pengganti

Dra. Emi Suzana

Perincian Biaya :
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1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 17.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi . Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai . Rp. 10.000,00
Jumlah : Rp. 162.000,00

(seratus enam puluh dua ribu rupiah)
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